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“Katakanlah,”Sesungguhnya, shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku 
hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam.” (QS. Al An’am : 162) 
 
“Sebab sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” (QS. Al Insyirah : 5-6) 
 
“Bersemangatlah terhadap segala yang bermanfaat bagimu dan mintalah 
pertolongan kepada Allah dan jangan merasa lemah.” (HR. Muslim) 
 
“Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu karenanya yaitu 
kesehatan dan kesempatan.” (HR. Bukhori) 
 
“Success comes from good judgement. Good judgement comes from experience”. 
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     Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Kesesuaian penyajian laporan 
keuangan Kota Surakarta Tahun Anggaran 2008 dengan Permendagri Nomor 13 
tahun 2006 yang diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan (2) 
Hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Surakarta dalam menerapkan 
Permendagri Nomor 13 tahun 2006 yang diubah dengan Permendagri Nomor 59 
Tahun 2007 serta cara-cara yang ditempuh entitas pelaporan untuk mengatasi 
hambatan-hambatan tersebut. 
     Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan bentuk penelitian deskriptif 
kualitatif. Untuk menguji validitas data, peneliti menggunakan triangulasi sumber 
dan metode. Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah model analisis 
interaktif. 
     Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa (1) Penyajian laporan 
keuangan Kota Surakarta tahun 2008 tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 13 
Tahun 2006 yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, dan 
(2) Hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Surakarta dalam penerapan 
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Permendagri 
Nomor 59 Tahun 2007 adalah seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota 
Surakarta belum menghasilkan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan 
Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan; belum adanya 
sistem akuntansi pemerintah daerah yang baik; terbatasnya jumlah personel 
pemerintah daerah yang berlatar belakang pendidikan akuntansi; sistem rotasi 
jabatan yang kurang tepat sasaran; kurangnya ketelitian dalam penyajian saldo 
laporan keuangan; dan adanya sejumlah saldo kas di rekening Bendahara 
Pengeluaran Bendahara Penerimaan pada akhir tahun 2008 yang belum disetor ke 
rekening Kas Umum Daerah. Cara-cara yang ditempuh oleh Pemerintah Kota 
Surakarta untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut yaitu dengan 
memerintahkan kepada SKPD-SKPD untuk membuat laporan keuangan sebagai 
laporan pertanggungjawaban; melaksanakan fungsi sistem akuntansi secara 
terintegrasi; melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan 
daerah; sistem rotasi dilakukan dengan tepat sasaran; penyajian laporan keuangan 
harus memperhatikan ketelitian dan ketepatan saldo; dan saldo kas di rekening 
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran harus disetor ke rekening Kas 
Umum Daerah paling lama satu hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut 
diterima.      
 







A. Latar Belakang Masalah 
 Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan pengelolaan 
keuangan yang sehat. Dalam era otonomi daerah, salah satu aspek yang perlu 
diperhatikan dengan seksama adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan 
anggaran daerah. Keuangan daerah merupakan dokumen publik yang berhak 
diketahui oleh masyarakat. Pemerintah Daerah wajib mempublikasikan setiap 
laporan keuangan daerah ke masyarakat. Sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan telah ditetapkan, pemerintah daerah berkewajiban untuk membuat 
Laporan Keuangan Pemerintah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas 
Laporan Keuangan.  
 Laporan keuangan merupakan suatu laporan yang menggambarkan posisi 
keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas yang 
merupakan hasil akhir dari proses akuntansi. Tujuan dari penyajian laporan 
keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan yang berguna 
untuk pengambilan keputusan. Dengan adanya laporan keuangan ini menunjukkan 
akuntabilitas pemerintah atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan oleh 




     Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan 
sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang 
diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan 
keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode 
sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas yang lain. 
     Dengan diterbitkannya Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagaimana 
tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005, PP No. 56 
tahun 2005 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, dan PP Nomor 58 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dilengkapi dengan 
petunjuk teknis Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian diubah 
dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, diharapkan pemerintah daerah dapat 
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.  
 Pada dasarnya buah pikiran yang melatarbelakangi terbitnya peraturan 
perundang-undangan di atas adalah keinginan untuk mengelola keuangan negara 
dan daerah secara efektif dan efisien. Ide dasar tersebut tentunya ingin 
dilaksanakan melalui tata kepemerintahan yang baik (good governance) yang 
memiliki beberapa karakteristik yaitu partisipasi, aturan hukum, transparansi, 
responsif, berorientasi pada kepentingan masyarakat, keadilan, efisiensi dan 
efektivitas, akuntabilitas, dan  visi strategis.  
 Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan adanya suatu peraturan 
pelaksanaan yang komprehensif dan terpadu (omnibus regulation) dari berbagai 
undang-undang tersebut di atas yang bertujuan agar memudahkan dalam 
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pelaksanaan dan tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Peraturan 
dimaksud memuat berbagai kebijakan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah (Nordiawan, 2006). 
 Akan tetapi hingga saat ini masih terjadi kendala dalam pelaksanaan 
pengelolaan keuangan daerah dalam skala nasional, di antaranya adalah: 1.) 
Keterlambatan penyampaian data keuangan dari daerah ke pusat. Hal ini 
mangakibatkan penyajian data keuangan daerah secara nasional untuk 
kepentingan merumuskan kebijakan fiskal terlambat dari jadwal yang 
direncanakan. 2.) Ketidakseragaman input data keuangan dari daerah baik dalam 
hal kode rekening maupun format laporan keuangannya, sehingga menyulitkan 
kompilasi dan konsolidasi database keuangan daerah yang harus disajikan sebagai 
satu kesatuan laporan keuangan sektor publik. 
      Penulis tertarik untuk meneliti penerapan Permendagri Nomor 13 tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah dengan 
Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 karena penerapannya masih dalam masa 
transisi sehingga memerlukan penyesuaian yang lama untuk dapat menerapkan 
peraturan tersebut secara keseluruhan. Dan dari evaluasi penyajian laporan 
keuangan Kota Surakarta berdasarkan peraturan tersebut, diharapkan akan 
memberikan gambaran secara umum penerapan peraturan ini pada pemerintah 
Kota Surakarta. Oleh sebab itu penulis mengambil judul penelitian yaitu 
“EVALUASI PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KOTA SURAKARTA 
BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 YANG 
DIUBAH DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2007.” 
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B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka perumusan 
masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Apakah penyajian laporan keuangan Kota Surakarta Tahun Anggaran 2008 
sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah dengan Permendagri Nomor 
59 Tahun 2007? 
2. Apakah hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Surakarta dalam 
menerapkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah dengan Permendagri Nomor 
59 Tahun 2007 serta bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan 
tersebut? 
 
C. Tujuan Penelitian 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 
1. Kesesuaian penyajian laporan keuangan Kota Surakarta Tahun Anggaran 
2008 dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah dengan Permendagri Nomor 
59 Tahun 2007. 
2. Hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Surakarta dalam menerapkan 
Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah yang diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 
2007 serta bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut. 
5 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Bagi pemerintah daerah 
     Dari hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran 
mengenai penyajian laporan keuangan Kota Surakarta tahun 2008 
berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah dengan Permendagri Nomor 
59 Tahun 2007 serta sebagai bahan masukan dalam menyajikan laporan 
keuangan daerah agar sesuai dengan peraturan tersebut dengan 
menindaklanjuti hambatan-hambatan yang muncul dalam penerapan 
peraturan tersebut. 
2. Bagi kalangan akademisi 
     Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya penelitian akuntansi sektor 
publik dengan topik yang sama dan memperluas wawasan mahasiswa serta 
menambah minat mahasiswa jurusan akuntansi untuk melakukan 














A. Landasan Teori 
1. Pengelolaan Keuangan Daerah 
a. Definisi Keuangan Daerah 
 Menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Pasal 1 ayat (6) 
keuangan daerah adalah: 
     Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan 
pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk 
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak 
dan kewajiban daerah tersebut. 
 
     Mamesah (1995) dalam Halim (2007: 23) mendefinisikan keuangan 
daerah sebagai berikut: 
     Semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga 
segala sesuatu, baik beberapa uang maupun barang, yang dapat 
dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dinilai atau dikuasai 
oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain 
sesuai ketentuan atau peraturan perundangan. 
 
 Berdasarkan kedua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa: 
1) Hak merupakan hak untuk memungut sumber-sumber penerimaan 
daerah dan atau hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan 
lain sehingga dapat menaikkan kekayaan daerah. 
2) Kewajiban merupakan kewajiban mengeluarkan uang untuk 
membayar tagihan-tagihan daerah dalam rangka menyelenggarakan 
fungsi pemerintahan, infrastruktur, pelayanan umum, dan 
pengembangan ekonomi sehingga menurunkan kekayaan daerah. 
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b. Pengelolaan Keuangan Daerah 
     Menurut Bastian (2006) pengelolaan keuangan daerah pada 
prinsipnya merupakan suatu siklus kegiatan yang meliputi perencanaan, 
penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD, serta 
pemeriksaan laporan keuangan.  
     Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan 
transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban 
berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan 
Catatan atas Laporan Keuangan.  
     Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara tertib, taat pada 
peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, 
dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, 
dan manfaat untuk masyarakat. 
     Ruang lingkup keuangan daerah meliputi: 
1) Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi darah serta 
melakukan pinjaman 
2) Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan 
daerah dan membayar tagihan pihak ketiga 
3) Penerimaan dan pengeluaran daerah 
4) Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain 
5) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam 




     Mekanisme pengelolaan keuangan daerah menurut Permendagri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 



















Gambar 1.1. Mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah 
Sumber: Permendagri Nomor 13 Tahun 2006  
Kedudukan Kepala Daerah: 
 Pemegang kekuasaan 
pengelolaan keuangan daerah 
 Mewakili pemerintah daerah 
dalam kepemilikan kekayaan 
daerah 
Pelimpahan wewenang berdasarkan 
prinsip pemisahan kewenangan antara 
yang memerintahkan, menguji, dan yang 
menerima atau mengeluarkan uang. 
Kepala daerah melimpahkan 
sebagian atau seluruh 
kekuasaannya kepada:  
1) sekretaris daerah selaku 
koordinator pengelola 
keuangan daerah;  
2) kepala SKPKD selaku 
PPKD; dan  
3) kepala SKPD selaku pejabat 
pengguna 
anggaran/pengguna barang. 
Kepala Daerah berwenang menetapkan: 
1) kebijakan tentang pelaksanaan APBD 
2) kebijakan tentang pengelolaan barang 
daerah 
3) kuasa pengguna anggaran/pengguna 
barang 
4) bendahara penerimaan dan/atau 
bendahara pengeluaran 
5) pejabat yang bertugas melakukan 
pemungutan penerimaan daerah 
6) pejabat yang bertugas melakukan 
pengelolaan utang dan piutang daerah 
7) pejabat yang bertugas melakukan 
pengelolaan barang milik daerah 
8) pejabat yang bertugas melakukan 




2. Laporan Keuangan Pemerintah 
a. Definisi Laporan Keuangan Pemerintah 
 Laporan keuangan pemerintah merupakan representasi posisi 
keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas 
sektor publik (Bastian, 2007). 
 Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan informasi yang 
dihasilkan oleh proses akuntansi keuangan daerah. Akuntansi keuangan 
daerah adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, 
dan pelaporan transaksi ekonomi dari suatu daerah (provinsi, kabupaten, 
atau kota) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil 
keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal 
pemerintah daerah (Halim; 2007). 
b. Pemakai Laporan Keuangan Daerah 
     Governmental Accounting Standards Board atau GASB (1999) dalam 
Mardiasmo (2002) mengidentifikasikan pemakai laporan keuangan 
daerah menjadi tiga kelompok besar,  yaitu: 
1) Masyarakat 
 Pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan 
pemerintahan kepada masyarakat. 
2) Legislatif dan Dewan Pengawas 
 Memerlukan informasi keuangan untuk melakukan fungsi 
pengawasan, mencegah terjadinya laporan yang bias atas kondisi dan 
penyelewengan keuangan negara. 
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3) Investor dan kreditor  
 Sebagai sumber penyedia keuangan organisasi membutuhkan 
informasi untuk menghitung tingkat resiko, likuiditas dan solvabilitas. 
c. Entitas Laporan Keuangan Pemerintah 
     Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau 
lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa 
laporan keuangan, yang terdiri dari:  
1) Pemerintah pusat;  
2) Pemerintah daerah;   
3) Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau 
organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan 
satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. 
d. Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah 
     Pelaporan  keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi 
yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan 
membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik 
dengan:   
1) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode 
berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.  
2) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh 
sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang 
ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.  
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3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang 
digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang 
telah dicapai. 
4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan 
mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. 
5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas 
pelaporan berkaitan  dengan  sumber-sumber penerimaannya, baik 
jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari 
pungutan pajak dan pinjaman.  
6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas 
pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai 
akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. 
e. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah 
     Laporan keuangan pokok terdiri dari: 
1) Laporan Realisasi Anggaran   
2) Neraca 
3) Laporan Arus Kas 
4) Catatan atas Laporan Keuangan 
 Selain laporan keuangan pokok di atas, entitas pelaporan 






3. Standar Akuntansi Pemerintahan 
a. Definisi Standar Akuntansi Pemerintahan 
     Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi 
yang diterapkan dalam menyusun  dan menyajikan laporan keuangan 
pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang 
mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan 
keuangan pemerintah di Indonesia (Lampiran I Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005). 
b. Proses Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berikut ini adalah proses penyusunan Standar Akuntansi 
Pemerintahan menurut Nordiawan (2006) adalah: 
1) Identifikasi topik 
2) Konsultasi topik kepada Komite Pengarah 
3) Pembentukan Kelompok Kerja 
4) Riset terbatas oleh Kelompok Kerja 
5) Draf awal oleh Kelompok Kerja 
6) Pembahasan awal oleh Komite Kerja 
7) Pengambilan keputusan oleh Komite Kerja 
8) Pelaporan kepada Komite Pengarah dan persetujuan atas Draf 
Publikasian 
9) Peluncuran Draf Publikasian 
10) Dengar pendapat terbatas dan dengar pendapat publik 
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11) Pembahasan tanggapan dan masukan atas Draf Publikasian dari 
dengar pendapat 
12) Permintaan pertimbangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan 
13) Pembahasan tanggapan Badan Pemeriksa Keuangan 
14) Finalisasi standar 
15) Pemberlakuan standar 
16) Sosialisasi awal standar 
c. Kandungan Standar Akuntansi Pemerintahan 
     Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan terdiri dari: 
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan 
PSAP 01: Penyajian Laporan Keuangan 
PSAP 02: Laporan Realisasi Anggaran 
PSAP 03: Laporan Arus Kas 
PSAP 04: Catatan atas Laporan Keuangan 
PSAP 05: Akuntansi Persediaan 
PSAP 06: Akuntansi Investasi 
PSAP 07: Akuntansi Aset Tetap 
PSAP 08: Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan 
PSAP 09: Akuntansi Kewajiban 
PSAP 10: Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan 
Peristiwa Luar Biasa 
PSAP 11: Laporan Keuangan Konsolidasian 
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d. Struktur dan Isi 
1) Laporan Realisasi Anggaran 
     Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, 
dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah 
pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran 
dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup 
secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari 
pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa 
lebih/kurang pembiayaan anggaran. 
2) Neraca 
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan 
mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. 
Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan 
ekuitas dana. 
3) Laporan Arus Kas 
     Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan 
aktivitas operasional, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan 
transaksi nonanggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, 
pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama 
periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri 





4) Catatan atas Laporan Keuangan 
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau 
rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, 
Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan  juga 
mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan 
oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan 
dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi 
Pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk 
menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.  
Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai 
berikut:  
a) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, 
pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut 
kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target  
b) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan  
c) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan 
kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas 
transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya  
d) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar 
Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar 
muka  laporan keuangan  
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e) Pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban 
sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan 
belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas 
f) Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, 
yang tidak disajikan dalam lembar muka  laporan keuangan.  
 
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
a. Definisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah   
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana 
keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama 
pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 
APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan 
pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Anggaran sebagai 
instrumen kebijakan ekonomi dapat diinterpretasikan sebagai:  
1) Arah program ekonomi dalam eksplorasi sumber daya. 
2) Menciptakan keseimbangan makro ekonomi. 
3) Distribusi sumber daya secara merata. 
4) Anggaran harus diorganisir sehingga dapat terukur dampaknya 
terhadap ekonomi secara keseluruhan. 
b. Prinsip Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
1) Partisipasi Masyarakat 
2) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran 
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3) Disiplin Anggaran 
4) Keadilan Anggaran 
5) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran 
6) Taat Azas 
c. Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
1) Fungsi otorisasi yaitu anggaran daerah menjadi dasar untuk  
melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. 
2) Fungsi perencanaan yaitu anggaran daerah menjadi pedoman bagi 
manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang 
bersangkutan. 
3) Fungsi pengawasan yaitu anggaran daerah menjadi pedoman untuk 
menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai 
dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 
4) Fungsi alokasi yaitu anggaran daerah harus diarahkan untuk 
menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan 
pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas 
perekonomian. 
5) Fungsi distribusi yaitu kebijakan anggaran daerah harus 
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 
6) Fungsi stabilisasi yaitu anggaran pemerintah daerah menjadi alat 





d. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
1) Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang pada rekening 
kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, merupakan hak 
daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali. 
2) Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum 
daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah 
dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya 
kembali. 
3) Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk 
menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. 
e. Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
1) Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas 
dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) oleh kepala daerah. 
2) Pembahasan dan penetapan KUA dan PPAS oleh Tim Anggaran 
Pemerintah Daerah (TAPD) dan Panitia Anggaran DPRD. 
3) Penyusunan nota kesepakatan oleh kepala daerah dan DPRD. 
4) Penyusunan dan penyampaian surat edaran kepala daerah tentang 
pedoman penyusunan RKA-SKPD kepada seluruh SKPD.  
5) Pembahasan RKA-SKPD oleh TAPD. 
6) Penyusunan, pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah 
(Raperda) tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah 
tentang penjabaran APBD oleh DPRD dan kepala daerah. 
7) Perda dan Peraturan Kepala Daerah disampaikan kepada Gubernur.  
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B. Relevansi dengan Penelitian Sebelumnya 
 Penelitian tentang laporan keuangan daerah masih sangat terbatas (Sukiati: 
2010). Beberapa penelitian mengenai topik yang sama, antara lain: 
1. Matius Sampelalang (2007) dalam Yoke (2008) melakukan penelitian 
tentang implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di Kabupaten 
Tana Toraja. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Sistem Akuntansi 
Keuangan Daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 di 
Kabupaten Tana Toraja telah diimplementasikan meskipun hanya 
sebagian. Faktor yang menghambat implementasi peraturan tersebut 
adalah kualitas sumber daya manusia dan fasilitas yang kurang memadai. 
2. Yoke (2008) mengadakan penelitian di Kabupaten Sukoharjo tentang 
implikasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan 
keuangan daerah mengemukakan bahwa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo 
dalam melakukan pencatatan dan penyusunan Laporan Keuangan Daerah 
sudah taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
3. Sukiati (2010) mengadakan penelitian tentang implementasi Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 pada pemerintah kabupaten Wonogiri. 
Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten Wonogiri 
menerapkan beberapa unsur Good Governance dan Value for Money 
dalam penyusunan laporan keuangan. Sukiati juga menyimpulkan bahwa 
secara umum tingkat efektivitas pengalokasian belanja dalam laporan 







A. Desain Penelitian 
 Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan 
pendekatan analisis deskriptif dan merupakan studi kasus. Penelitian kualitatif 
menurut Lexy J. Moleong (2005: 6) adalah sebagai berikut: 
     Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 
fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, 
persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara 
deskripsi, dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus 
yang ilmiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. 
 
 Sedangkan definisi penelitian kualitatif menurut Sutopo (2006: 36) adalah:  
 Penelitian kualitatif mengarahkan kegiatannya secara dekat pada masalah 
kekinian. Kepentingan pokoknya diletakkan dalam dunia aslinya bukan 
sekedar pada laporan yang ada. 
 
     Sedangkan Nawawi dan Martini (1996: 72) mendefinisikan penelitian kualitatif 
sebagai: 
 Suatu konsep keseluruhan untuk mengungkapkan rahasia sesuatu, 
dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya, 
menggunakan cara bekerja yang sistematis, terarah dan dapat 
dipertanggungjawabkan sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya. 
    
     Untuk mempertegas bentuk penelitian kualitatif ini, penulis menggunakan 
metode deskriptif. Nawawi dan Martini (1996: 73) mengartikan metode deskriptif 
sebagai: 
     Prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau 
melukiskan keadaan obyek penelitian saat sekarang berdasarkan fakta-fakta 




     Ditinjau dari aspek yang diteliti, penelitian ini merupakan studi kasus. 
Penelitian studi kasus memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan 
mendetail. Subyek yang diselidiki terdiri dari satu unit (atau satu kesatuan unit) 
yang dipandang sebagai kasus. Penelitian studi kasus adalah penelitian yang 
menjelaskan mengenai unit sosial tertentu yang hasilnya merupakan gambaran 
yang lengkap dan terorganisasi mengenai unit tersebut (Sumasi; 2004 dalam 
Sukiati; 2010).  
     Berdasarkan pengertian di atas, penelitian ini akan mendeskripsikan secara 
kualitatif tentang penyajian laporan keuangan Kota Surakarta tahun 2008 
berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan 
Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Peneliti memilih bentuk penelitian deskriptif 
kualitatif karena penelitian kualitatif lebih menekankan pada sifat naturalisme, 
yang artinya realita yang muncul menjadi bahan kajian dalam penelitian ini.  
 
B. Strategi Penelitian 
     Dalam penelitian kualitatif, dikenal adanya studi kasus tunggal dan studi kasus 
ganda. Suatu penelitian disebut sebagai studi kasus tunggal bila penelitian tersebut 
terarah pada satu karakteristik baik dilakukan pada satu obyek maupun lebih. 
Sedangkan studi kasus ganda bila penelitian tersebut mengharuskan adanya 
sasaran lebih dari satu dan memiliki perbedaan karakteristik. Suatu penelitian 
disebut sebagai studi kasus terpancang bila penelitian tersebut hanya dilakukan 
pada satu sasaran (Sutopo, 2006: 140). 
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     Strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi kasus 
tunggal terpancang, yaitu terfokus pada penyajian laporan keuangan Kota 
Surakarta tahun 2008 berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah 
diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007.  
 
C. Sumber Data 
     Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Informan 
     Informan adalah orang yang diminta untuk memberikan informasi 
mengenai suatu kondisi atau keadaan yang berhubungan dengan 
penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah staf/karyawan Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Surakarta yang 
diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang terkait 
dengan permasalahan penelitian. 
2. Dokumen 
 Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa arsip yang 
berhubungan dengan masalah penelitian yaitu laporan keuangan Kota 
Surakarta tahun 2008 yang sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan 







D. Teknik Sampling (Cuplikan) 
     Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik 
bola salju (snowball sampling). Menurut pendapat Yin dalam Sutopo (2006: 65) 
     Snowball sampling digunakan bilamana peneliti ingin mengumpulkan data 
yang berupa informasi dari informan dalam salah satu lokasi, tetapi peneliti 
tidak tahu siapa yang tepat untuk dipilih sebagai narasumber. Hal itu 
dilakukan karena peneliti sama sekali tidak mengetahui kondisi dan struktur 
warga masyarakat dalam lokasi tersebut, siapa yang benar-benar memiliki 
informasi yang akan digali sehingga ia tidak bisa merencanakan pengumpulan 
data dengan menentukan sumber datanya secara pasti. 
 
     Dapat disimpulkan bahwa teknik snowball sampling berarti untuk memperoleh 
data yang mendalam diperlukan informan yang dianggap mengerti kemudian 
informan tersebut diminta menunjukkan subyek lain yang dianggap memahami 
permasalahan lebih luas, sehingga diperoleh data yang benar-benar mendukung 
tercapainya tujuan penelitian. Peneliti berusaha mendapatkan informasi sebanyak 
mungkin dari berbagai sumber, yaitu beberapa staf/karyawan Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Surakarta. 
 
E. Teknik Pengumpulan Data 
     Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 
1. Wawancara 
          Menurut Moleong (2005: 186) “Wawancara adalah percakapan dengan 
maksud tertentu.” Percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu 
pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang 
memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 
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     Wawancara dilakukan terhadap staf/karyawan Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Surakarta untuk memperoleh 
informasi mengenai penerapan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 yang 
diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dalam penyusunan 
laporan keuangan Kota Surakarta tahun 2008. 
2. Observasi 
          Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 
mengamati dan mencatat gejala-gejala yang diselidiki. Dalam penelitian 
ini peneliti melakukan observasi terhadap segala sesuatu yang 
berhubungan dengan penerapan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 yang 
diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dalam penyusunan 
laporan keuangan Kota Surakarta tahun 2008.  
3. Dokumentasi 
     Arikunto dalam Yoke (2008) menjelaskan bahwa metode dokumentasi 
adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, 
transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan 
sebagainya. 
     Metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan 
mempelajari dokumen-dokumen yang terkait dengan penerapan 
Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah yang diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 




F. Validitas Data 
     Suatu penelitian harus menghasilkan data yang benar atau valid. Validitas data 
merupakan jaminan bagi kemantapan kesimpulan dan tafsir makna sebagai hasil 
penelitian. Uji validitas pada penelitian ini menggunakan metode triangulasi. 
Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 
sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 
pembanding terhadap data itu (Moleong, 2005). 
 Menurut Patton (1984) dalam Sutopo (2006) terdapat empat macam teknik 
triangulasi sebagai cara untuk meningkatkan validitas data dalam penelitian 
kualitatif, yaitu: 
1. Triangulasi Sumber 
     Cara ini mengarahkan peneliti agar di dalam mengumpulkan data, ia 
wajib menggunakan beragam sumber data yang berbeda–beda yang 
tersedia. Artinya, data yang sama atau sejenis akan lebih mantap 
kebenarannya bila digali dari beberapa sumber yang berbeda. 
2. Triangulasi Metode 
     Teknik triangulasi ini bisa dilakukan oleh seorang peneliti dengan cara 
mengumpulkan data sejenis dengan menggunakan teknik atau metode 
pengumpulan data yang berbeda. Di sini yang ditekankan adalah 
penggunaan metode pengumpulan data yang berbeda, dan bahkan lebih 
jelas untuk diusahakan mengarah pada sumber data yang sama untuk 




3. Triangulasi Peneliti 
          Triangulasi peneliti adalah hasil penelitian baik data ataupun simpulan 
mengenai bagian tertentu atau keseluruhannya bisa diuji validitasnya dari 
beberapa peneliti yang lain. 
4. Triangulasi Teori 
     Triangulasi teori dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan 
perspektif lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan yang dikaji. 
Dari beberapa perspektif teori tersebut akan diperoleh pandangan yang 
lebih lengkap, tidak hanya sepihak sehingga bisa dianalisis dan ditarik 
kesimpulan yang lebih utuh dan menyeluruh.  
     Uji validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi 
sumber dan metode. Teknik triangulasi sumber dilakukan dengan cara 
menggunakan beberapa sumber data, sehingga informasi yang diperoleh dari 
sumber satu dapat dibandingkan dengan informasi dari sumber lain. Sedangkan 
teknik triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan data hasil 
wawancara dengan hasil observasi dan isi dokumen yang telah dikumpulkan. 
Penggunaan teknik triangulasi sumber dan metode bertujuan untuk 
memperoleh validitas terhadap data yang diperoleh sehingga suatu data akan 
terkontrol dengan data yang lain, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara 
akan terkontrol dengan hasil observasi dan dokumen yang terkait dengan 
penerapan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 yang diubah dengan Permendagri 




G. Teknik Analisis Data 
     Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis model 
interaktif (interactive model of analysis) dengan tahapan sebagai berikut: 
1. Pengumpulan Data 
     Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara, 
observasi dan dokumentasi untuk memperoleh data-data yang diperlukan. 
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara 
terhadap staf/karyawan Dinas Pengelolaan, Pendapatan dan Asset Kota 
Surakarta, observasi dan dokumentasi mengenai penerapan Permendagri 
Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
yang diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dalam 
penyusunan laporan keuangan Kota Surakarta tahun 2008. 
2. Reduksi Data 
     Tahap ini dilakukan dengan menyeleksi, memfokuskan, dan 
menyederhanakan abstraksi data mentah. Reduksi data dilakukan dengan 
cara mengolah catatan-catatan tertulis di lapangan sehingga dapat disajikan 
sebagai laporan. Data mentah dievaluasi didasarkan pada kebutuhan 
dengan memilih poin-poin yang dianggap penting dan substansial yang 
terkait dengan penerapan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah dengan Permendagri 
Nomor 59 Tahun 2007 dalam penyusunan laporan keuangan Kota 




3. Penyajian Data 
Hasil reduksi data disajikan dengan mengorganisir informasi secara 
sistematis untuk mempermudah penelitian dalam menggabungkan dan 
merangkai keterikatan antardata dalam menyusun penggambaran proses 
dan fenomena yang ada dalam obyek penelitian. Penyajian data 
menggambarkan penerapan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah dengan Permendagri 
Nomor 59 Tahun 2007. 
4. Penarikan Kesimpulan 
 Penarikan kesimpulan merupakan analisis rangkaian pengolahan data 
yang berupa gejala kasus yang terdapat di lapangan. Penarikan kesimpulan 
dibuat berdasarkan hasil dari tahap penyajian data. Kesimpulan yang 
ditarik dalam penelitian ini adalah apakah penyajian laporan keuangan 
Kota Surakarta Tahun 2008 sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 13 
tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah 
dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan hambatan-hambatan 
dalam penerapan peraturan tersebut serta cara yang ditempuh Pemerintah 
Kota Surakarta dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut. 
     Sutopo (2006: 120) merumuskan teknik analisis data dalam keempat 














Gambar 2.1 Komponen-komponen Model Analisis Interaktif 
Sumber: Sutopo (2006: 120) 
 
 Selama kegiatan pengumpulan data berlangsung, peneliti bergerak di antara 
komponen-komponen analisis tersebut. Setelah data-data yang dibutuhkan 
terkumpul kemudian peneliti melakukan reduksi data dan diteruskan dengan 
penyajian data. Dari penyajian data tersebut dapat ditarik kesimpulan yang 
bersifat sementara. Dikatakan sementara karena proses pengumpulan data masih 
berlangsung. Jika diperoleh data yang baru, maka kesimpulan yang salah dapat 
diperbarui. Demikian seterusnya sampai seluruh data selesai dikumpulkan dan 












ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian 
1. Gambaran Umum Kota Surakarta 
a. Sejarah Singkat Pemerintah Kota Surakarta 
     Sebutan nama Kota Surakarta baru dimulai dengan adanya Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1965 tanggal 1 September 1965 dan Ketetapan 
MPRS Nomor XX/MPRS/1966 dan sejak berdiri mengalami beberapa 
kali periode/perubahan sebutan nama tersebut, yaitu: 
1) Periode Pemerintahan Daerah Kota Surakarta 
Pada tanggal 16 Juni 1946 yang selanjutnya ditetapkan sebagai hari 
jadi Pemerintah Kota Surakarta sampai dengan berlakunya Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 1947 tanggal 5 Juni 1947. 
2) Periode Pemerintahan Daerah Haminte Kota Surakarta 
Dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1947 
tanggal 5 Juni 1947 sampai dengan berlakunya Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 1948 tanggal 10 Juli 1948. 
3) Periode Pemerintahan Kota Besar Surakarta 
Dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 
sampai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 




4) Periode Pemerintahan Daerah Kotapraja Surakarta 
Dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 
tanggal 18 Januari 1957 sampai dengan berlakunya Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 1965 tanggal 1 September 1965. 
5) Periode Pemerintahan Kotamadya Surakarta 
Dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 
tanggal 1 September 1965 sampai dengan berlakunya Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1974. 
6) Periode Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta 
Dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 
sampai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 
tanggal 4 Mei 1999. 
7) Periode Pemerintah Kota Surakarta 
Dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 
tanggal 4 Mei 1999 sampai sekarang. 
b. Kondisi Geografis 
1) Letak 
      Kota Surakarta merupakan dataran rendah dan berada antara 
pertemuan sungai Pepe, Jenes dengan Bengawan Solo, yang 
mempunyai ketinggian ± 92 meter dari permukaan air laut. Batas 
astronomis Kota Surakarta terletak di antara: 
110° 45’ 15’’ - 110° 45’ 35’’  Bujur Timur 
7° 36’ 00’’ - 7° 56’ 00’’  Lintang Selatan 
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Sedangkan batas geografis Kota Surakarta terletak di antara: 
Utara : Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali 
Timur : Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar 
Selatan : Kabupaten Sukoharjo 
Barat : Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar 
2) Keadaan Tanah 
 Wilayah Kota Surakarta secara umum keadaannya datar, hanya 
bagian Utara dan Timur agak bergelombang. Jenis tanah di Kota 
Surakarta sebagian tanah berpasir termasuk Regosol kelabu dan 
Alluvial, di wilayah bagian utara tanah liat Grumosol serta wilayah 
bagian timur tanah Litosol Mediteran. 
c. Kependudukan 
      Secara administrasi Kota Surakarta terbagi dalam 5 wilayah 
kecamatan, yaitu Jebres, Banjarsari, Laweyan, Serengan, dan Pasar 
Kliwon serta 51 Kelurahan dengan luas wilayah, jumlah penduduk dan 
tingkat kepadatan yang berbeda sebagai berikut: 
Tabel 4.1. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Tingkat Kepadatan  
































Jumlah 565,85 44,04 12,849 
Sumber data: BPS Kota Surakarta 
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d. Visi dan Misi Kota Surakarta 
 Kota Surakarta memiliki visi dan misi sebagai berikut: 
Visi:  Terwujudnya Kota Surakarta sebagai Kota Budaya yang 
bertumpu pada potensi perdagangan, jasa, pendidikan, 
pariwisata dan olahraga. 
Misi:  
1) Revitalisasi kemitraan dan partisipasi seluruh komponen 
masyarakat dalam semua bidang pembangunan serta perekatan 
kehidupan bermasyarakat dengan komitmen cinta kota yang 
berlandaskan pada nilai-nilai Solo kota budaya. 
2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki 
kemampuan dalam penguasaan dan pendayagunaan ilmu 
pengetahuan teknologi dan seni guna mewujudkan inovasi dan 
integritas masyarakat madani yang berlandaskan ke-Tuhanan 
Yang Maha Esa. 
3) Mengembangkan seluruh kekuatan ekonomi daerah sebagai 
pemacu tumbuh dan berkembangnya ekonomi rakyat yang 
berdaya saing tinggi serta mendayagunakan potensi pariwisata 
dan teknologi terapan yang akrab lingkungan. 
4) Memberdayakan peran dan fungsi hukum pelaksanaan hak asasi 
manusia dan demokratisasi bagi seluruh elemen masyarakat 




2. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Surakarta 
a. Sejarah Singkat Pembentukan Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Asset Kota Surakarta 
     Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sesuai 
dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, perlu dibentuk perangkat daerah.  
     Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah, maka ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surakarta 
Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 
Daerah Kota Surakarta sehingga terbentuklah Organisasi Dinas yang 
salah satunya adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 
Asset Kota Surakarta. Penjabaran  Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja 
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Surakarta 





b. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Asset Kota Surakarta 
     Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset mempunyai 
tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset. 
     Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di 
atas, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset mempunyai 
fungsi sebagai berikut: 
1) Penyelenggaraan kesekretariatan dinas 
2) Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan 
pelaporan 
3) Penyelenggaraan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan wajib 
retribusi 
4) Pelaksanaan perhitungan, penetapan dan angsuran pajak dan 
retribusi 
5) Pengelolaan dan pembukuan penerimaan pajak dan retribusi serta 
pendapatan lain 
6) Pelaksanaan penagihan atas keterlambatan pajak, retribusi dan 
pendapatan lain 
7) Penyelenggaraan pengelolaan anggaran, perbendaharaan dan 
akuntansi 
8) Pengelolaan asset barang daerah 
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9) Penyiapan penyusunan, perubahan dan perhitungan anggaran 
pendapatan dan belanja daerah 
10) Penyelenggaraan administrasi keuangan daerah 
11) Penyelenggaraan sosialisasi 
12) Pembinaan jabatan fungsional 
13) Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 
c. Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Surakarta 
 Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Surakarta terdiri atas: 
1) Kepala Dinas 
     Mempunyai tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan 
sinkronisasi baik dalam lingkungan unit organisasi masing-masing 
maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota 
dengan instansi lain di luar Pemerintah Kota. 
2) Sekretariat 
     Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan 
teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara 
terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang 






3) Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Dokumentasi 
     Mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan 
teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pendaftaran, pendataan, 
dokumentasi dan pengolahan data. 
4) Bidang Penetapan 
     Mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan 
teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perhitungan dan 
penerbitan surat ketetapan. 
5) Bidang Penagihan 
     Mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan 
teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penagihan, keberatan 
dan pengelolaan penerimaan sumber pendapatan lain. 
6) Bidang Anggaran 
     Mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan 
kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perncanaan, 
pengelolaan dan pengendalian anggaran pendapatan, belanja dan 
pembiayaan daerah dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan APBD 
dan perubahan APBD. 
7) Bidang Perbendaharaan 
     Mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan 





8) Bidang Akuntansi 
     Mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan 
teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyelenggaraan tata 
akuntansi keuangan daerah pada tingkat Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) dan penyusunan laporan pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD Kota Surakarta. 
9) Bidang Asset 
     Mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan 
teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perencanaan asset dan 
pengelolaan asset. 
10) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) 
 Terdapat 29 UPTD yang masing-masing dipimpin oleh seorang 
Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas. 
11) Kelompok Jabatan Fungsional 
     Mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-
masing berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dipimpin oleh 
seorang Tenaga Fungsional Senior. Kelompok ini terdiri dari: 




e) Pemeriksa Pajak 
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B. Deskripsi Permasalahan 
1. Laporan Keuangan Kota Surakarta Tahun Anggaran 2008 
     Laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban pemerintah 
daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang 
dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan 
standar akuntansi keuangan pemerintah. 
     Laporan keuangan disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi 
mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, 
kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas selama satu periode pelaporan. 
     Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang dipertanggungjawabkan 
dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Surakarta tahun 
Anggaran 2008 dilakukan oleh Bidang Akuntansi Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA). DPPKA selaku Satuan Kerja 
Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) telah menyusun dan menyajikan 
laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang 
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan Permendagri 
Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 
Tahun 2007, yang terdiri dari: 
1) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2008 
2) Neraca per 31 Desember 2008 
3) Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2008 
4) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggran 2008 
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Penyajian laporan keuangan DPPKA Kota Surakarta Tahun Anggaran 
2008 adalah sebagai berikut: 
a. Laporan Realisasi Anggaran 





5) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran 
b. Neraca 
 Terdiri dari: 
1) Aset lancar 
2) aset tetap 
3) Dana cadangan 
4) Aset lainnya 
5) Kewajiban jangka pendek 
6) Kewajiban jangka panjang 
7) Ekuitas dana lancar 
8) Ekuitas dana investasi 
9) Ekuitas dana cadangan 
c. Laporan Arus Kas 




1) Arus kas dari aktivitas operasi 
2) Arus kas dari aktivitas investasi nonkeuangan 
3) Arus kas dari aktivitas pembiayaan 
4) Arus kas dari aktivitas nonanggaran 
d. Catatan atas Laporan Keuangan 
 Terdiri dari: 
1) Ekonomi Makro 
     Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2008 
secara normatif dilakukan dengan pendekatan kinerja yang 
berpedoman pada prinsip-prinsip anggaran yang partisipasif, 
transparan, akuntabel, efisien dan efektif dalam rangka peningkatan 
pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat dengan berpedoman 
pada visi misi kota, visi misi Walikota dan dokumen perencanaan 
serta Arah dan Kebijakan Umum. Hal ini ditekankan baik dalam 
penyusunan APBD sampai dengan perubahan APBD. Secara umum 
tahapan pelaksanaan kegiatan APBD Kota Surakarta telah berjalan 
sebanding dengan serapan alokasi dananya. Sasaran dan hasil yang 
harus dicapai disesuaikan dengan kondisi ekonomi makro seperti 
kenaikan harga barang dan jasa, inflasi, dan antisipasi kenaikan 
BBM. Oleh karenanya rasionalisasi, penajaman dan penyesuaian 
tolok ukur kinerja serta penajaman prioritas melalui mekanisme 




2) Kebijakan Keuangan 
     Kebijakan keuangan pemerintah Kota Surakarta dituangkan 
dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
yang menjadi panduan dalam menetapkan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah. Karenanya dalam menyusun Kebijakan Umum 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini difokuskan untuk 
mewujudkan kondisi yang aman, damai, adil, demokratis serta 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun pencapaian 
ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan. 
3) Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 
     Pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kota Surakarta pada 
Tahun Anggaran 2008 disebabkan oleh beberapa faktor sebagai 
berikut: 
a) Realisasi pendapatan tahun 2008 sebesar Rp 751.267.161.957,00 
dibandingkan realisasi pendapatan tahun 2007 sebesar Rp 
601.429.870.735,00 meningkat sebesar Rp 149.837.291.222,00 
atau 24,91%.  
Peningkatan dari pos pendapatan daerah ini berasal dari:  
(1) Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 102.929.501.970,00 
dibandingkan realisasi tahun 2007 sebesar Rp 




(2) Pendapatan Transfer terealisasi sebesar Rp 596.707.189.804,00 
dibandingkan realisasi tahun 2007 sebesar Rp 500.355.222.227,00 
meningkat sebesar Rp 96.351.967.577,00 atau 19,26%. 
(3) Lain – lain Pendapatan yang  Sah Tahun 2008 terealisasi sebesar 
Rp 51.631.670.183,00 dibandingkan realisasi tahun 2007 sebesar 
Rp 11.643.670.526,00 meningkat sebesar Rp 39.987.999.657,00 
atau 343,43%. 
b) Realisasi Belanja Daerah Tahun 2008 sebesar Rp 
760.080.852.467,00 dibandingkan tahun 2007 sebesar Rp 
588.297.504.607,00 meningkat sebesar Rp 171.783.347.860,00 
atau 30%. 
  Peningkatan pos belanja ini berasal dari: 
(1) Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp 596.496.176.465,00 yang 
terdiri atas: 
Belanja pegawai            Rp  415.181.159.941,00 
Belanja barang             Rp 113.599.623.445,00 
Belanja bunga              Rp     1.826.532.514,00 
Belanja hibah              Rp   17.832.100.000,00 
Belanja bantuan sosial             Rp   36.116.612.160,00 
Belanja bantuan keuangan            Rp   11.940.148.405,00 
   Jumlah             Rp 596.496.176.465,00 




Belanja tanah                Rp   2.445.333.500,00 
Belanja peralatan dan mesin             Rp  28.942.623.301,00 
Belanja bangunan dan gedung            Rp  85.825.679.297,00 
Belanja jalan, irigasi dan jaringan            Rp  41.727.169.679,00 
Belanja aset tetap lainnya             Rp    4.673.870.225,00 
   Jumlah              Rp163.614.676.002,00 
(3) Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp 0,00. 
c) Realisasi Pembiayaan Daerah sebesar Rp 50.903.610.289,40 terdiri 
dari: 
(1) Realisasi Penerimaan Daerah sebesar Rp 107.984.094.971,40 
yang terdiri dari: 
SILPA              Rp  56.773.425.746,40 
Penerimaan pinjaman daerah                 Rp       700.404.900,00 
Penerimaan kembali pinjaman daerah         Rp       510.264.325,00 
 Penerimaan piutang daerah           Rp  50.000.000.000,00 
   Jumlah           Rp107.984.094.971,00 
(2) Realisasi Pengeluaran Daerah sebesar Rp 57.080.484.682,00 yang 
terdiri dari: 
  Penyertaan Modal (investasi)     
  Pemerintah Daerah    Rp 51.000.000.000,00 
  Pembayaran pokok utang   Rp   5.630.484.682,00 
  Pemberian pinjaman daerah   Rp      450.000.000,00  
    Jumlah    Rp 57.080.484.682,00 
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4) Kebijakan Akuntansi 
     Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan 
penyajiaan laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam 
rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap 
anggaran dan antar periode. 
a) Entitas Pelaporan Keuangan Daerah 
     Entitas pelaporan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau 
lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang – 
undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban 
berupa laporan keuangan.  
 Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada 
pemerintahan daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna 
Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi 
dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas 
pelaporan. 
b) Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Pelaporan 
Keuangan  
 Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan 
Pemerintah Kota Surakarta adalah basis kas untuk pengakuan 
pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Basis akrual digunakan 




c) Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan 
Keuangan 
     Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap 
kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar 
memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam 
akuntansi. 
(1) Pendapatan 
     Pendapatan diakui dalam periode anggaran berjalan dan 
akhir periode akuntansi. Pendapatan menurut basis kas diakui 
pada saat diterima pada kas daerah secara bruto yaitu dengan 
membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah 
nettonya/ setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. 
     Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah 
berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan 
diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing 
dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar pada 
saat terjadinya pendapatan. 
(2) Belanja 
     Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari 
rekening kas daerah. Khusus pengeluaran yang dilakukan 
melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada 
saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan 
oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. 
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     Pengukuran belanja menggunakan mata uang rupiah 
berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dari kas 
daerah dan atau akan dikeluarkan. Belanja yang diukur 
dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah 
berdasarkan nilai tukar pada saat terjadinya belanja. 
(3) Pembiayaan 
     Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada 
kas daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan 
dengan asas bruto yaitu dengan membukukan peneriman 
bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya atau/ setelah 
dikompensasikan dengan pengeluaran. Pengeluaran 
pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas 
daerah. Selisih lebih/ kurang antara realisasi penerimaan 
dengan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat 
dalam pos SiLPA/ SiKPA.   
     Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah 
berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan 
dikeluarkan. 
(4) Aset 
   Aset adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau 
dikuasai dan dapat diukur dengan satuan uang. Aset terdiri 
dari aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana 
cadangan, dan aset lainnya. 
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(a) Aset lancar adalah aset berwujud yang mempunyai masa 
manfaat kurang dari 12 bulan/ satu periode akuntansi. 
(b) Investasi jangka panjang adalah investasi yang 
dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan dan 
merupakan kelompok aset nonlancar. 
(c) Aset tetap dapat berupa tanah, peralatan, mesin, jalan, 
irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam 
pengerjaan, dan akumulasi penyusutan. 
(d) Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk 
menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif 
cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu 
periode akuntansi. 
(e) Aset lainnya berupa aset tak berwujud, tagihan penjualan 
angsuran yang telah jatuh tempo lebih dari 12 bulan, 
tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, aset 
kerjasama dengan pihak ketiga dan aset lain-lain. 
(5) Kewajiban 
     Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa 
lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar 
sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diakui pada 
saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul 




(6) Ekuitas dana 
     Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah yang 
merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah. 
Ekuitas dana terdiri dari: 
(a) Ekuitas dana lancar merupakan selisih antara aset 
(kecuali donasi) dengan kewajiban jangka pendek. 
(b) Ekuitas dana investasi mencerminkan kekayaan 
pemerintah yang tertanam dalam aset nonlancar selain 
dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka 
panjang. 
(c) Ekuitas dana cadangan mencerminkan kekayaan 
pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah 
ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang-
undangan. 
5) Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 
     Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan menjelaskan rincian atas perkiraan dan saldo per akun 
dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. 
6) Penjelasan atas informasi non keuangan 
     Penjelasan atas informasi non keuangan yang dapat disajikan 
adalah pinjaman pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten 
Boyolali sebesar pokok hutang Rp 105.000.000,00 a.n tiga orang staf 
di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Penanaman Modal. 
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2. Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Kota Surakarta Tahun 2008 
Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang Telah Diubah 
dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 
      Pada umumnya program dan kegiatan pengelolaan keuangan daerah 
pada Pemerintah Kota Surakarta telah dilaksanakan dengan baik, namun 
demikian dari pelaksanaan tersebut masih terdapat beberapa 
ketidaksesuaian dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah 
diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dalam penyajian 
laporan keuangan tahun 2008 karena masih dalam masa peralihan dari 
peraturan lama yaitu PP Nomor 105 tahun 2000 dan Kepmendagri Nomor 
29 Tahun 2000. 
      Dari hasil penelitian di lapangan, dapat diketahui bahwa laporan 
keuangan daerah tahun 2008 yang dihasilkan oleh DPPKA Kota Surakarta 
terdapat ketidaksesuaian yang terletak pada penyajian Laporan Realisasi 
Anggaran dan beberapa penerapan kebijakan akuntansi yang tercantum 
dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Beberapa ketidaksesuaian terhadap 
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan 
Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 yaitu: 
a. Ketidaksesuaian pada penyajian unsur laporan keuangan dalam struktur 
penyusunan Laporan Realisasi Anggaran pada klasifikasi kelompok 





Tabel 4.2. Perbedaan Klasifikasi Pendapatan Daerah dalam LRA pada Laporan 
Keuangan Kota Surakarta Tahun 2008 dengan LRA Berdasarkan 
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan 
Permendagri Nomor 59 Tahun 2007  
 
 
LRA Kota Surakarta Tahun 2008 
LRA Berdasarkan Permendagri No. 13 
Tahun 2006 yang telah diubah dengan 
Permendagri No. 59 Tahun 2007 
PENDAPATAN 
 
PENDAPATAN ASLI DAERAH 
Pendapatan Pajak Daerah 
Pendapatan Retribusi Daerah 
Pendapatan Hasil Pengelolaan 
Kekayaan Daerah Yang 
Dipisahkan 




Transfer Pemerintah Pusat-Dana 
Perimbangan 
Dana Bagi Hasil Pajak 
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak 
Dana Alokasi Umum 




Transfer Pemerintah Provinsi 








PENDAPATAN ASLI DAERAH 
Pajak Daerah 
Retribusi Daerah 
Hasil Pengelolaan Kekayaan 
Daerah Yang Dipisahkan                               
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 
yang Sah                  
 
                                      
DANA PERIMBANGAN 
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil 
Bukan Pajak 
Dana Alokasi Umum 










DAERAH YANG SAH 
Hibah 
Dana Darurat 
Dana Bagi Hasil Pajak dai Provinsi 
Dana Penyesuaian dan Otonomi 
Khusus 
Bantuan Keuangan dari Provinsi 
atau Pemerintah Daerah 
Lainnya 





Tabel 4.3. Perbedaan Klasifikasi Belanja Daerah dalam LRA pada Laporan 
Keuangan Kota Surakarta Tahun 2008 dengan LRA Berdasarkan 
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan 
Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 
 
 
LRA Kota Surakarta Tahun 2008 
LRA Berdasarkan Permendagri No. 13 
Tahun 2006 yang telah diubah dengan 








Belanja Bantuan sosial 




BELANJA MODAL  
Belanja Tanah 
Belanja Peralatan dan Mesin 
Belanja Bangunan dan Gedung 
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 
Belanja Aset Tetap Lainnya 
 
BELANJA TAK TERDUGA 
Belanja Tak Terduga 
BELANJA DAERAH 
 
BELANJA TIDAK LANGSUNG 
Belanja Pegawai 
Belanja Bunga                                                     
Belanja Subsidi 
Belanja Hibah 
Belanja Bantuan Sosial 
Belanja Bagi Hasil 
Belanja Bantuan Keuangan 




Belanja Barang dan Jasa 
Belanja Modal 









     Perbedaan struktur penyajian Laporan Realisasi Anggaran antara laporan 
keuangan Kota Surakarta Tahun 2008 dengan Laporan Realisasi Anggaran 
berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan 
Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1) Pendapatan Daerah 
 Pada struktur Pendapatan Daerah ketidaksesuaian terjadi pada nama 
kelompok Pendapatan Transfer yang seharusnya adalah Dana Perimbangan 
yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak 
(menjadi satu kelompok), Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. 
Selain itu posisi yang semula berada pada Pendapatan Transfer yaitu Dana 
Penyesuaian dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak bergeser ke kelompok Lain-
Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan nama akun Dana Penyesuaian dan 
Dana Otonomi Khusus dan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi. 
 Hasil konversi struktur Pendapatan Daerah pada Laporan Realisasi 
Anggaran Kota Surakarta tahun 2008 berdasarkan Permendagri Nomor 13 
Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 









Tabel 4.4.  Konversi Klasifikasi Pendapatan Daerah dalam LRA pada Laporan 
Keuangan Kota Surakarta Tahun 2008 dengan LRA Berdasarkan 
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan 
Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 
 
 
LRA Kota Surakarta Tahun 2008 
LRA Berdasarkan Permendagri No. 13 
Tahun 2006 yang telah diubah dengan 
Permendagri No. 59 Tahun 2007 
PENDAPATAN 
 
PENDAPATAN ASLI DAERAH 
Pendapatan Pajak Daerah 
Pendapatan Retribusi Daerah 
Pendapatan Hasil Pengelolaan 
Kekayaan Daerah Yang 
Dipisahkan 




Transfer Pemerintah Pusat-Dana 
Perimbangan 
Dana Bagi Hasil Pajak 
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak 
Dana Alokasi Umum 




Transfer Pemerintah Provinsi 








PENDAPATAN ASLI DAERAH 
Pajak Daerah 
Retribusi Daerah 
Hasil Pengelolaan Kekayaan 
Daerah Yang Dipisahkan                               
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 
yang Sah                  
 
                                      
DANA PERIMBANGAN 
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil 
Bukan Pajak 
Dana Alokasi Umum 










DAERAH YANG SAH 
Hibah 
Dana Darurat 
Dana Bagi Hasil Pajak dai Provinsi 
Dana Penyesuaian dan Otonomi 
Khusus 
Bantuan Keuangan dari Provinsi 
atau Pemerintah Daerah 
Lainnya 




2) Belanja Daerah 
     Pada struktur penyajian Belanja Daerah terjadi ketidaksesuaian dalam 
pengelompokkannya. Struktur Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran pada  
Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 dibagi menjadi Belanja Operasi, 
Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga. Sedangkan Laporan Realisasi 
Anggaran pada Belanja Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 
2006 yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 
dikelompokkan menjadi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. 
Kelompok Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan 
tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. 
Sedangkan Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait 
secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.  
     Pengelompokkan belanja ke dalam Belanja Tidak Langsung dan Belanja 
Langsung dimaksudkan umtuk memudahkan pemahaman penggunaan dana 
dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini disebabkan sebelum 
ditetapkannya Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pemerintah daerah 
menemui kesulitan dalam pengelompokkan anggaran belanja mana yang 
dimasukkan dalam Belanja Administrasi Umum (BAU) dan anggaran mana 
yang dimasukkan dalam Belanja Operasional dan Pemeliharaan (BOP). 





     Hasil konversi pada Belanja Daerah Laporan Realisasi Anggaran Kota 
Surakarta tahun 2008 berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 
sebagaimana yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 
ditunjukkan pada tabel berikut: 
Tabel 4.5. Konversi Klasifikasi Belanja Daerah dalam LRA pada Laporan 
Keuangan Kota Surakarta Tahun 2008 dengan LRA Berdasarkan 
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan 
Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 
 
 
LRA Kota Surakarta Tahun 2008 
LRA Berdasarkan Permendagri No.13 
Th 2006 yang telah diubah dengan 








Belanja Bantuan sosial 
Belanja Bantuan Keuangan 
 
BELANJA MODAL  
Belanja Tanah 
Belanja Peralatan dan Mesin 
Belanja Bangunan dan Gedung 
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 
Belanja Aset Tetap Lainnya 
 
BELANJA TAK TERDUGA 
Belanja Tak Terduga 
BELANJA DAERAH 
 
BELANJA TIDAK LANGSUNG 
Belanja Pegawai 
Belanja Bunga                                                     
Belanja Subsidi 
Belanja Hibah 
Belanja Bantuan Sosial 
Belanja Bagi Hasil 
Belanja Bantuan Keuangan 









Belanja Barang dan Jasa 
Belanja Modal 
Sumber: Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Asset Kota Surakarta 
(data diolah) 
 
b. Struktur Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun oleh DPPKA 
Kota Surakarta tahun 2008 telah sesuai dengan Pernyataan Standar 
Akuntansi Pemerintahan No. 01 yaitu terdiri dari: 
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1) Ekonomi Makro 
2) Kebijakan Keuangan 
3) Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 
4) Kebijakan Akuntansi 
5) Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 
6) Penjelasan atas Informasi Non Keuangan 
 Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh DPPKA 
Kota Surakarta berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Namun 
terdapat beberapa penerapan kebijakan akuntansi yang tercantum dalam 
Catatan atas Laporan Keuangan belum sesuai dengan Permendagri 
Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 
59 Tahun 2007,  yaitu: 
1) Setiap Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi belum menyampaikan 
laporan pertanggungjawabannya berupa laporan keuangan yang 
terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas 
Laporan Keuangan kepada DPPKA selaku PPKD Kota Surakarta 
untuk digabungkan menjadi laporan keuangan pemerintah daerah. 
Hal tersebut dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dalam 
lingkungan pemerintah daerah yang memahami bidang akuntansi. 
2) Belum dilaksanakannya penyusutan atas aset selain tanah dan 
konstruksi dalam pengerjaan sebagai pengurang atas penurunan 
nilai. Sehingga tidak dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau 
kemungkinan jasa yang akan mengalir ke pemerintah. 
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3) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya dikarenakan oleh 
kondisi kesiapan sarana dan prasarana yang ada, belum diakui 
sebagai suatu komponen biaya aset tetap.  
3. Hambatan dalam Penerapan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang 
telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Serta Cara 
Mengatasinya 
     Pemerintah Kota Surakarta terdiri dari 165 Satuan Kerja Pemerintah Daerah 
(SKPD) sebagai entitas akuntansi dan satu entitas pelaporan yaitu DPPKA. 
Ditetapkannya Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan 
Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dimaksudkan untuk menjelaskan hal-hal 
mengenai pengelolaan keuangan daerah yang dapat diketahui oleh seluruh 
lapisan masyarakat, bukan hanya untuk kalangan yang memahami akuntansi 
saja. Hal ini dikarenakan laporan keuangan merupakan interpretasi kinerja 
pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan 
daerah. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa laporan keuangan yang 
telah dihasilkan oleh DPPKA Kota Surakarta tahun 2008 belum sepenuhnya 
menerapkan peraturan ini.  
     Dalam penerapan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah 
dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 ini pemerintah daerah Kota 
Surakarta menghadapi beberapa hambatan, yaitu: 
a. Seluruh SKPD belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa 
laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, 
dan Catatan atas Laporan Keuangan. Bidang Akuntansi DPPKA dalam 
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membuat laporan keuangan hanya berdasarkan laporan 
pertanggungjawaban fungsional dari SKPD yang ada karena seluruh 
SKPD di Pemerintah Kota Surakarta belum menghasilkan laporan 
keuangan sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah 
dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. 
b. Belum adanya sistem akuntansi pemerintah daerah yang baik dan dapat 
mendukung pelaksanaan pencatatan dan pelaporan secara handal. Tidak 
adanya sistem akuntansi yang handal menyebabkan lemahnya 
pengendalian intern pemerintah daerah. Hal tersebut dialami oleh hampir 
seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Jika sistem akuntansinya tidak 
memadai maka sistem pencatatan dan pelaporan akuntansinya kurang 
handal pula. 
c. Sangat terbatasnya jumlah personel pemerintah daerah yang berlatar 
belakang pendidikan akuntansi, sehingga mereka kurang memahami 
permasalahan dalam pelaporan keuangan pemerintah.  
d. Sistem rotasi jabatan yang kurang tepat sasaran justru membutuhkan 
waktu yang cukup lama untuk menyesuaikan dan memahami tugas yang 
harus dilaksanakan pada jabatan yang baru. 
e. Kurangnya ketelitian dalam penyajian saldo laporan keuangan, dimana 
ditemukan adanya ketidaksesuaian saldo dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan dan Lampiran Neraca pada saldo akun Persediaan Alat Tulis 
Kantor dan Persediaan Obat. 
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f. Adanya saldo kas di rekening Bendahara Pengeluaran sebesar Rp 
587.436.480,00 dan saldo kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp 
28.443.500,00 pada akhir tahun 2008 yang belum disetor ke rekening Kas 
Umum Daerah 
     Dalam rangka mengatasi hambatan-hambatan dalam penerapan 
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Permendagri 
Nomor 59 Tahun 2007 tersebut, Pemerintah Kota Surakakarta dapat melakukan 
hal-hal berikut: 
a. DPPKA Kota Surakarta harus memerintahkan kepada SKPD-SKPD untuk 
membuat laporan keuangan sebagai laporan pertanggungjawaban SKPD 
berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan 
Keuangan. Laporan keuangan tersebut harus sesuai dengan PSAP yang akan 
digunakan oleh Bidang Akuntansi DPPKA sebagai dasar penyajian laporan 
keuangan Pemerintah Kota Surakarta. 
b. Untuk mewujudkan desentralisasi dan otonomi daerah dalam pengelolaan 
keuangan daerah, pemerintah daerah harus melaksanakan fungsi sistem 
akuntansi secara terintegrasi. Untuk merealisasikan hal tersebut pemerintah 
daerah harus meningkatkan Sumber Daya Manusianya (aparatur 
pemerintah) melalui pendidikan dan latihan maupun bekerja sama dengan 
pihak perguruan tinggi. Oleh karena itu akan tersusun sistem akuntansi 




c. Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan 
keuangan daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, 
konsultasi, pendidikan dan pelatihan. Pembinaan dan pengawasan tersebut 
dilaksanakan secara berkala bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah, 
pimpinan dan anggota DPRD, perangkat daerah, dan Pegawai Negeri Sipil 
Daerah serta kepada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran 
sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
d. Sistem rotasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta merupakan 
bagian dari upaya untuk mengevaluasi manajemen birokrasi di kalangan 
staf/karyawan Pemerintah Kota Surakarta. Akan tetapi, sistem rotasi 
hendaknya dilakukan dengan tepat sasaran dan jabatan baru diduduki oleh 
seseorang yang berlatar belakang pendidikan akuntansi agar penyesuaian 
dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah tidak memakan banyak 
waktu. 
e. Penyajian laporan keuangan harus memperhatikan ketelitian dan ketepatan 
saldo supaya informasi yang diberikan tidak bias dan dapat bermanfaat bagi 
pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. 
f. Saldo kas di rekening Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran 
harus disetor ke rekening Kas Umum Daerah paling lama satu hari kerja 
terhitung sejak uang kas tersebut diterima. Hal ini dimaksudkan untuk 








     Dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, 
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) diwajibkan menyampaiakan 
laporan keuangan daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, 
Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan 
keuangan daerah tersebut merupakan gabungan dari laporan-laporan 
keuangan SKPD.  
     Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil analisis yang telah dilakukan, 
penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Penyajian laporan keuangan Kota Surakarta tahun 2008 belum menerapkan 
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Permendagri 
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
secara keseluruhan. Ketidaksesuaian laporan keuangan daerah tahun 2008 
yang dihasilkan oleh DPPKA Kota Surakarta dengan peraturan tersebut 
terdapat pada penyajian Laporan Realisasi Anggaran dan beberapa 
penerapan kebijakan akuntansi yang tercantum dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan. 
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Surakarta dalam 
menerapkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan 
Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 yaitu: 
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a. Seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta belum 
menghasilkan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi 
Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. 
b. Belum adanya sistem akuntansi pemerintah daerah yang baik dan dapat 
mendukung pelaksanaan pencatatan dan pelapora secara handal.  
c. Sangat terbatasnya jumlah personel pemerintah daerah yang berlatar 
belakang pendidikan akuntansi 
d. Sistem rotasi jabatan yang kurang tepat sasaran. 
e. Kurangnya ketelitian dalam penyajian saldo laporan keuangan, dimana 
ditemukan adanya ketidaksesuaian saldo dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan dan Lampiran Neraca pada saldo akun Persediaan Alat Tulis 
Kantor dan Persediaan Obat. 
f. Adanya saldo kas di rekening Bendahara Pengeluaran sebesar Rp 
587.436.480,00 dan saldo kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp 
28.443.500,00 pada akhir tahun 2008 yang belum disetor ke rekening 
Kas Umum Daerah. 
     Dalam rangka mengatasi hambatan-hambatan dalam penerapan Permendagri 
Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 
2007 tersebut, Pemerintah Kota Surakakarta dapat melakukan hal-hal berikut: 
a. DPPKA Kota Surakarta harus memerintahkan kepada SKPD-SKPD 
untuk membuat laporan keuangan sebagai laporan pertanggungjawaban 
SKPD dengan tepat waktu. 
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b. Untuk mewujudkan desentralisasi dan otonomi daerah dalam pengelolaan 
keuangan daerah, pemerintah daerah harus melaksanakan fungsi sistem 
akuntansi secara terintegrasi. 
c. Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan 
keuangan daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, 
supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.  
d. Sistem rotasi hendaknya dilakukan dengan tepat sasaran dan jabatan baru 
diduduki oleh seseorang yang berlatar belakang pendidikan akuntansi 
agar penyesuian dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah tidak 
memakan banyak waktu. 
e. Penyajian laporan keuangan harus memperhatikan ketelitian dan 
ketepatan saldo supaya informasi yang diberikan tidak bias dan dapat 
bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam pengambilan 
keputusan. 
f. Saldo kas di rekening Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran 
harus disetor ke rekening Kas Umum Daerah paling lama satu hari kerja 
terhitung sejak uang kas tersebut diterima untuk menghindari 









 Implikasi yang dapat dikaji dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik, 
Pemerintah Kota Surakarta diharapkan melakukan upaya peningkatan 
kapasitas pengelolaan administrasi keuangan daerah, baik pada tataran 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban 
melalui perbaikan regulasi, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, 
monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan. 
2. Pemerintah Kota Surakarta harus seoptimal mungkin menerapkan setiap 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menyajikan laporan 
keuangan agar tersaji laporan keuangan pemerintah yang relevan, andal, 
dapat diperbandingkan dan dapat dipahami pemakainya. 
3. Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta yang terkait dengan 
penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah hendaknya 
senantiasa meningkatkan kemampuan dan profesionalitasnya melalui 
pelatihan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau lembaga 








1. Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai hanya beberapa 
staf/karyawan DPPKA Kota Surakarta yang diharapkan dapat memberikan 
informasi mendalam mengenai masalah yang diteliti. 
2. Penelitian ini hanya memfokuskan pada data yang terkait dengan penyajian 
laporan keuangan Kota Surakarta tahun 2008 berdasarkan Permendagri 
Nomor 13 Tahun 2008 yang diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 
2007. Pembatasan data tersebut terkait dengan keterbatasan waktu, tenaga, 
dan biaya penelitian. 
 
D. SARAN 
Berdasarkan kesimpulan, implikasi, dan keterbatasan rersebut di atas, saran 
yang diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Penelitian ini menekankan pada pertanggungjawaban pengelolaan keuangan 
daerah selama pelaksanaan otonomi daerah. Diharapkan penelitian 
selanjutnya dapat membandingkan kinerja pemerintah daerah dalam 
pengelolaan keuangan daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah. 
2. Penelitian berikutnya diharapkan dapat memasukkan kota/kabupaten lain 
sebagai pembanding dalam penerapan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 
yang diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 sehingga dapat 
dijadikan landasan untuk menggali penerapan peraturan tersebut pada 




3. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif dengan 
teknik wawancara. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan 
metode lainnya misalnya metode kuantitatif dan teknik penelitian field 
research dengan menggunakan kuisioner dengan subyek penelitian 
stakeholders, eksekutif dan legislatif daerah. 
4. Penelitian ini mengacu pada laporan keuangan Kota Surakarta tahun 2008. 
Penelitian selanjutnya diharapkan dapat membandingkan penerapan 
Permendagri Nomor 13 Tahun 2008 yang diubah dengan Permendagri 
Nomor 59 Tahun 2007 antara laporan keuangan tahun 2008 dengan laporan 
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